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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan

1.

tingkat pertama untuk masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang
lebih efektif dan efisien, maka Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Urangagung 2 yang didirikan pada tahun 2023
akan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 110 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pemabentukan dan Susuran Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemabentukan dan
Susuran Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

4

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 49);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2021 Nomor 64);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 110 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknsi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 110);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 110
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 110

Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum

Daera

Dinas

h Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada

Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 110), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3

be

(1)

rbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) memuat:
a. rencana pengembangan layanan;
b. strategis dan arah kebijakan;
c. rencana program dan kegiatan; dan
d

rencana keuangan.
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(2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS;

BAB III :  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI :  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN  BIDANG
URUSAN; DAN

BAB VIII : PENUTUP

(3) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud
ayat (2) terdiri dari:

Renstra UPT Puskesmas Tarik;
Renstra UPT Puskesmas Prambon;
Renstra UPT Puskesma Krembung;
Renstra UPT Puskesmas Porong;
Renstra UPT PuskesmasKedungsolo;
Renstra UPT Puskesmas Jabon;
Renstra UPT Puskesmas Tanggulangin;
Renstra UPT Puskesmas Sidodadi;
Renstra UPT Puskesmas Candi;
Renstra UPT Puskesmas Tulangan;
Renstra UPT Puskesmas Kepadangan;
Renstra UPT Puskesmas Wonoayu;

. Renstra UPT Puskesmas Sukodono;
Renstra UPT Puskesmas Sidoarjo;
Renstra UPT Puskesmas Urangagung;
Renstra UPT Puskesmas Sekardangan;
Renstra UPT Puskesmas Buduran;
Renstra UPT Puskesmas Sedati;
Renstra UPT Puskesmas Waru;
Renstra UPT Puskesmas Medaeng;
Renstra UPT Puskesmas Gedangan,;
Renstra UPT Puskesmas Ganting;

. Renstra UPT Puskesmas Taman;

Renstra UPT Puskesmas Trosobo;

Renstra UPT Puskesmas Krian;

Renstra UPT Puskesmas Barengkrajan;

NG K E S E S ®PNOTOoEE S FTEDRM0 QA0 T

aa. Renstra UPT Puskesmas Balongbendo;
bb. Renstra UPT Puskesmas Wonokasian;
cc. Renstra UPT Puskesmas Tarik 2;

dd. Renstra UPT Puskesmas Tambakrejo;
ee. Renstra UPT Puskesmas Urangagung 2.
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(4) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 31

NOREG PERBUP : 31 TAHUN 2024



